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ABSTRAK

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman
sebagai badan hukum khusus dan subjek hak yang dapat memiliki tanah. Adapun data
yang ada menggambarkan bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut
didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 Rijksblad Kasultanan Tahun
1918 nomor 16 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1918 Nomor 18. Padahal dengan
lahirnya UUPA dan Keputusan Presiden nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan
Sepenuhnya UUPA di DIY, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984
Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan UUPA di DIY dan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi
Yogyakarta, maka konsekuensinya adalah menghapuskan semua peraturan lama yang
lahir sebelum adanya UUPA, termasuk ketentuan Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad
Kadipaten Pakualaman yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan dan penguasaan atas
tanah. Kemudian UUPA juga mengamanatkan bahwa badan hukum yang dapat
memiliki hak milik atas tanah adalah hanya jika terdapat ketentuan escap-clause atau
sesuatu yang dimungkinkan lain dari ketentuan yang ada, dalam arti bahwa kepemilikan
atas tanah hanya untuk memenuhi kebutuhan badan hukum itu saja.

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan pokok: bagaimana kepemilikan
dan penguasaan status tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, serta bagaimana
hukum positif dan hukum Islam memandang kepemilikan dan penguasaan atas tanah
dengan status Sultan Ground dan Pakualaman Ground tersebut. Adapun untuk
menjawab itu semua metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang
bersifat deskriptif-analiistis-komparatif dengan menggunakan pendekatan aspek-aspek
yang terdapat dalam hukum positif dan norma yang terdapat dalam hukum Islam.
Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan melalui
teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada nara sumber serta
dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan Sultan Ground dan
Pakualaman Ground yang kemudian dianalisa dan akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah
dengan status Sultan Ground dan Pakualaman Ground secara yuridis diakui melalui
ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta, namun luasan tanah yang dimiliki oleh Kasultanan dan
Kadipaten Pakualaman melebihi batas ketentuan dan tidak berdasarkan pada asas escap-
clause untuk badan hukum yang dapat memiliki dan/ atau menguasai tanah. Oleh karena
itu, hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan pasal 7 UUPA,
Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luasan Tanah Pertanian dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973 tentang Larangan Penguasaan
Tanah Yang Melampaui Batas, seta norma yang terdapat dalam hukum Islam, dan hal
tersebut tidak sejalan dengan konsep magasid asy-syariah terutama dalam hal
perlindungan harta (/ifz al-mal) dan perlindungan jiwa (4ifz an-nafs) masyarakat. Oleh
karena itu seharusnya kepemilikan dan penguasaan tanah di muka bumi ini harus
dimiliki oleh seluruh masyarakat berdasarkan asas egalite-proporsionale untuk
mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga akan mewujudkan
keadilan sosial kepada masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Kepemilikan dalam UUPA, Kepemilikan dalam Islam, Konsep
Mashlahat
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan trasliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif - -
< Ba’ B Be
< Ta’ il Te
< Sa’ S es dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha’ H ha dengan titik di bawah
’C Kha Kh ka-ha
> Dal D De
3 Zal Z zet dengan titik di atas
) Ra’ R Er
) Zai z Zet
o Sin S Es
82 Syin Sy es-ye
P Sad S es dengan titik di bawah
P Dad D de dengan titik di bawah
b Ta’ T te dengan titik di bawah




b Za’ Z zet dengan titik di bawah
¢ ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Ghain G Ge
b Fa’ F Ef
S Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam L El
e Mim M Em
o Nun N En
9 Wau W We
A Ha’ H Ha
s Hamzah Apostrof
i Ya’ Wi Ya
B. Vokal
1. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
————————— Fathah A A
————————— Kasrah I I
————————— Dammah U U
Contoh:

S — kataba

Vi

J-%-w — su’ila




2. Vokal Rangkap

Tanda Nama Huruf Latin Nama
< Fatkhah dan ya Ai a—i
} Fatkhah dan wau Au a-u
3. Vokal Panjang

Tanda Nama Huruf Latin Nama
f Fatkhah dan alif A a dengan garis di atas
: Fatkhah dan ya A a dengan garis di atas
S Kasrah dan ya I i dengan garis di atas
3 Zammah dan ya U u dengan garis di atas
Contoh :

Je— qala J—;’ — qila

&) —>» rama

C. Ta’Marbutah

J }5-1 ——  yaqilu

1. Transliterasi ta’ marbuzah hidup

Ta’ marbu¢ah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan

dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi ta’ marbufah mati

Ta’ marbufah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.
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Contoh:

d>lb —> ralmh

3. Jika ta’ marbuzah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-", dan
bacaannya terpisah, maka ta’ marbuzah tersebut ditransliterasikan dengan
“ha”/h.

Contoh:

i 3y Juby! —> raugah al-agal

§yslt &yull  — al-Madinah al-Munawwarah

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama,
baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

JP — nazzala

})J\ —» al-hirru

E. Kata Sandang “J!”
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu

“J". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “J” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

Je 3 —>  arrajulu

8]l —>  as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

& — al-galamu

@.\.,5\ — al-badi’'u

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam
tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



S —> syai'un
<l —— umirtu

9}:5\ — an-nau’u

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan
sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada
nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan
kalimat.

Contoh:

J}"") Y e by —> Wama Muhammadun illa rasil

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



Motto

Tak Hanya Berfikir Saja Untuk Eksistensi Kita Sebagai Manusia
Tetap Dapat Diakui Dalam Kehidupan ini,

Melainkan Pemikiran Yang Dituangkan Dalam Bentuk Perbuatan
Nyata yang Sesungguhnya Akan Menjadikan Kita Tetap Diakui
Sebagai Seorang Manusia.

Manusia Yang Bermanfaat Bagi Diri, Keluarga, dan Masyarakat.

(Epri Wahyudi)
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Halaman Persembahan

Tulisan ini ku persembahkan untuk Kalian semua
Kalian, Rakyat Ngayugjokarto Hadiningrat.
Anggap saja tulisan ini_ adalah sebuah balas budi saya
Balas budi atas keramahan Kalian semua.

Ya, saya percaya kalau Ngayugjokarto itu Istimewa.
Istimewa itu dari Kalian
Ya, kalian Rakyat Ngayugjokarto.

Terimakasih.
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Alhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat
kasih sayang dan ridho-Nya lah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini
dengan bijak. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Sayyidina Muhammad
SWA. beliaulah sebaik-baiknya suri tauladan untuk menjalani kehidupan di dunia
ini.

Skripsi ini merupakan kegelisahan penulis dalam mempelajari hukum
pertanahan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, karena dalam hal ini
penulis memandang bahwa ada beberapa pokok hal yang kiranya sangat menarik
untuk diperbincangkan dan didiskusikan bersama, yaitu masalah kepemilikan dan
penguasaan tanah oleh Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman sebagai entitas
kerajaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Oleh karena itu, tulisan skripsi ini
adalah bentuk dari penulis dalam berdiskusi secara ilmiah terkait permasalahan
tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam kajian ini masih jauh dari kata sempurna,
dan tentunya masih ada beberapa hal yang harus di kurangi dan di tambahi. Oleh
karena itu, untuk menghilangkan keegoisan intelektual penulis dan supaya jauh
lebih bijaksana penulis sangat menunggu kritik dan saran yang positif dari semua
pihak untuk menjadikan tulisan ini kearah yang jauh lebih baik.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih
sekaligus bangga kepada kedua orangtua (Bapak Jumadi dan Ibu Nuryanah) serta

kakak-kakak penulis (Kang Den, Mbak Wati’, Mbak Siti, dan Mbak Kembar)
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yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik materil maupun moril
yang mana itu semua tentunya tidak bisa di ukur oleh bilangan berapapun.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.
Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen
pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak sekali saran-saran kepada penulis
dalam menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga serta memberikan ide-ide cemerlang
dalam tulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada UIN
Sunan Kalijaga dan para birokratnya Yogyakarta yang telah banyak membantu
segala bentuk administrasi skripsi ini. Ucapan terima kasih Penulis tujukan
kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Mu’amalat yang telah memberikan
wawasan kepada penulis

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua

pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

Xiv



1. Bapak Bayudono, selaku Kepala Kawedanan Kapraja Kadipaten
Pakualaman yang telah sudi meluangkan waktunya kepada penulis
untuk memberikan data-data status tanah Pakualaman Ground

2. Bapak Suyitno, selaku penasihat hukum Keraton Kasultanan Yogyakarta
yang telah sudi meluangkan waktunya kepada penulis untuk
memberikan keterangan terkait data-data status tanah Sultan Ground

3. Kepala kantor BPN DIY beserta jajarannya yang telah memberikan
data-data terkait status tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground

4. Masyarakat Kulonprogo yang telah sudi berdiskusi dengan penulis
terkait dengan status tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground

5. LBH Yogyakarta yang telah memberikan data-data kliping koran yang
membahas status Sultan Ground dan Pakualaman Ground

Tentunya tak lupa pula penulis sampaikan terimakasih kepada Mbak Brita

dan Mas Sugiarto yang tidak bosan-bosannya ketika penulis mengajak diskusi
terkait permasalahan Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Tya dan Mas Kus
Antoro yang telah memberikan data-data dari Darurat Agraria. Nilna Fadllillah
yang membantu penulis dalam mencari referensi kitab-kitab hadits yang kemudian
penulis jadikan sebagai dasar hukum dalam analisis skripsi ini. kepada semua
teman-teman muamalat, staf dan volunter LBH Yogyakarta, yang tidak bisa
disebutkan satu persatu namanya, terimakasih untuk kalian semua yang selalu
mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulih hanya bisa berdoa kehadiran Allah SWT. semoga semua

pihak yang telah memberikan sumbangan dalam penulisan skripsi ini dicatat
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sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. penulis berharap tulisan ini bisa

memberikan manfaat bagi kita semua. Terimakasih.

Yogyakarta, 27 Februari 2016
Penulis

Epri Wahyudi
NIM: 12380079
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BAB |

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada
manusia, hal ini senada dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian
biasa disebut dengan UUPA, sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) yang
menyatakan bahwa :

“seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dalam wilayah RI sebagai karunia Tuhan Yang

Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan

merupakan kekayaan Nasional”.!

Oleh karena itu mengingat bahwa tanah merupakan bagian dari kekayaan
alam nasional yang hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan primer
dalam kehidupan setiap manusia, seharusnya kepemilikan dan penguasaan tanah
oleh setiap orang dan/ atau badan hukum harus ada batasannya. Karena apabila
tidak dilakukan pembatasan dalam hal kepemilikan dan/ atau penguasaan tanah,
maka hal tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat secara umum, hal ini

sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan

penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.2

! pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

2 Pasal 7 Undang-Undag Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria



Ketentuan pasal 7 UUPA ini merupakan suatu kehati-hatian didalam
melakuan penataan terkait dengan pembatasan kepemilikan dan/ atau penguasaan
atas tanah, karena kepemilikan dan penguasaan yang berlebihan dirasa akan
menimbulkan banyak dararat tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, oleh
karena itu hal tersebut haruslah dihindarkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih
yang menyatakan bahwa :

Srdliad) (ila e i auliall ¢ 5

Hal tersebut adalah upaya UUPA dalam mencegah adanya kepemilikan dan/
atau penguasaan tanah yang hanya dimiliki dan/ atau dikuasai oleh orang-orang
yang hanya memiliki kekuasaan, modal, dan lain sebagainya sehingga hal tersebut
akan merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu sudah
semestinya UUPA harus menjadi acuan utama didalam mengatasi permasalahan
pertanahan bagi seluruh wilayah atau daerah yang ada di Indonesia, hal ini karena
sifat nasional yang dimiliki oleh UUPA itu sendiri yang dapat dilihat baik dari
segi formal maupun segi materiilnya.

Ditinjau dari segi formalnya, sifat nasional UUPA dapat dilihat dalam
konsiderannya di bawah perkataan “menimbang” yang menyebutkan tentang
keburukan dan kekurangan dalam hukum agraria yang berlaku sebelum UUPA,
keburukan tersebut adalah karena mempunyai sifat dualisme dan tidak menjamin
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian jika dilihat dari segi

materiilnya UUPA juga harus bersifat nasional, karena dalam hal ini berarti

® Asmuni A. Rahman, Qu’idah-Qa’idah Figih (Qawa’idul Fighiyah) (Jakarta: Bulan
Bintang, 1976), him. 76.



berkenaan dengan tujuan, asas-asas dan isinya harus sesuai dengan kepentingan
nasional.*

Namun pada senyatanya UUPA tidaklah menjadi sumber hukum bagi semua
wilayah yang ada di Indonesia secara penuh, karena ada wilayah atau daerah
tertentu yang tidak menerapkan suatu klausul yang menjadi ketentuan dalam
UUPA secara sepenuhnya seperti halnya penerapan pasal-pasal yang
memerintahkan untuk tidak terpusatnya kepemilikan dan/ atau penguasaan tanah
oleh orang dan/ atau badan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini terlihat
dengan adanya kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang di lakukan oleh
Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang telah di jadikan sebagai badan
hukum dan subjek hak milik atas tanah.

Oleh karena itu, kemudian hal tersebut diklaim sebagai salah satu
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diantaranya di tandai dengan
adanya kewenangan untuk memberi pengesahan terhadap beberapa kebijakan
termasuk “hak veto” dalam bidang-bidang tertentu sebagaimana disebutkan dalam
ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta dinyatakan sebagai berikut :

“Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur;
kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
kebudayaan;

pertanahan; dan
tata ruang.”

®o0oT

* Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah (Jakarta: Prenada Media
Group, 2008), him. 50.



Keistimewaan dalam hal “hak veto” terkait dengan pengaturan masalah
pertanahan inilah yang menjadikan kebijakan pertanahan di D.l.Yogyakarta tidak
sesuai dengan substansi yang terdapat dalam UUPA, terutama dalam kepemilikan
dan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Kasultanan dan Kadipaten Pakualam
dengan statusnya sebagai badan hukum, dimana kepemilikan dan penguasaan atas
tanah tidak jauh atau bahkan mengikuti sistem feodalisme dengan berdasarkan
substansi yang terdapat dalam ketentuan Rijksblad Kasultanan tahun 1918 Nomor
16 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1918 Nomor 18. Apabila hal tersebut terjadi,
maka hanya akan menempatkan masyarakat sebagai penggarap dari tanah-tanah
yang dimiliki dan dikuasai oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten
Pakualaman dan tentunya hal tersebut sangatlah bersinggungan dengan amanat
yang terdapat dalam UUPA.

Adapun kepemilikan dan penguasaan dalam Islam adalah bersifat terbatas,
dan secara teologis yang paling berdaulat dan berhak atas segala sesuatunya
adalah Allah SWT, termasuk segala sesuatu yang ada di langit dan bumi tak
terkecuali tanah, sebagaimana dalam firman-Nya :

6 i 3 IS e ) g a1 5 <l pand) lla g

Oleh karena itu konsekuensinya adalah bahwa manusia dalam menguasai
dan memanfaatkan tanah harus dasarkan pada asas pemerataan dan keseimbangan.
Dari konsep inilah seharusnya kepemilikan dan penguasaan yang berlebihan atas

tanah tidaklah dibenarkan, karena pada dasarnya tanah-tanah yang ada di bumi ini

® Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta

®Q.S. Ali Imraan (3): 189



adalah milik Allah dan manusia hanya dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu
untuk dapat mencapai keadilan dalam hal memanfaatkan tanah di bumi ini
haruslah didasarkan pada asas pemerataan dan keseimbangan, sehingga akan
mampu mencapai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pemaparan di atas adalah bagian dari konsep pengaturan pertanahan baik
dalam hukum positif maupun hukum Islam yang berkaitan dengan batasan
kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Oleh karena itulah dalam hal ini penulis
tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan-permasalahan tersebut dengan
mengangkat judul skripsi yaitu: “Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Sultan
Ground dan Pakualaman Ground (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum
Islam)”’.

2. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dalam hal ini penulis
menemukan pokok masalah terkait dengan judul skripsi yang penulis angkat
yaitu:

a. Bagaimana kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground dan
Pakualaman Ground ?

b. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap
kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman

Ground ?



3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini sejalan dengan pokok permasalahan yang
penulis paparkan, yaitu ingin mengetahui bagaimana kepemilikan dan penguasaan
tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground ditinjau dalam hukum positif dan
hukum Islam.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam
bidang hukum pertanahan baik itu dalam bingkai hukum positif maupun hukum
Islam. Kemudian dapat menjadi rujukan bagi para akademisi dan praktisi dalam
mencari referensi terkait masalah pertanahan khususnya di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan atas pertanahan yang terjadi di
D.l.Yogyakarta khususnya tanah-tanah yang berstatus Sultan Ground dan
Pakualaman Ground, dan yang terakhir bahwa penelitian ini adalah bagian dari
kewajiban mahasiswa tingkat S1 untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya,
sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi jalan bagi penulis untuk
mendapatkan gelar kesarjanaannya.

4. Telaah Pustaka
Skripsi yang berjudul Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut

Hukum Positif dan Hukum Islam yang di tulis oleh Siti Kadariah,” secara garis

" Siti Kadariah “Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif dan
Hukum Islam™ skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga
Yogyakarta (2014).



besar skripsi ini hanya membahas tentang sah atau tidaknya status kepemilikan
Sultan Ground menurut hukum positif dan hukum Islam serta tata cara
memperoleh hak pakai atas Sultan Ground dengan menggunakan metode yuridis-
normatif dan menganalogikan status Sultan Ground pada konsep hukum Islam
yang timbul dikarenakan suatu budaya atau yang biasa disebut dengan ‘Urf,
sehingga kemudian dalam penelitian ini menyatakan bahwa status kepemilikan
Sultan Ground sah menurut hukum, namun dalam skripsi ini sama sekali tidak
membicarakan bagaimana bentuk kepemilikan dan penguasaan dan dampak yang
akan terjadi dari status kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground dan
Pakualaman Ground, karena dalam penelitian ini sama sekali tidak memunculkan
kasus-kasus yang terjadi diatas tanah yang berstatus sultan ground, selain itu
dalam tulisan ini tidak melihat persoalan-persoalan tanah yang terjadi pada saat
ini, adapun selanjutnya skripsi ini hanya terbatas pada Sultan Ground saja.

Skripsi yang berjudul Hak Atas Tanah Dari Surat Kekancingan Keraton
Yogyakarta Menurut UUPA dan Hukum Islam yang ditulis oleh Achmad
Fahrudin® penulisan dalam skripsi ini hanya terfokus pada hak atas tanah dari
surat kekancingan yang diperuntukkan kepada masyarakat dan meninjau hak-hak
atas tanah yang diperoleh dari surat kekancingan tersebut dengan kaedah norma
hukum yang terdapat dalam UUPA dan hukum Islam, dalam penilitian ini
difokuskan pada sifat keistimewaan Yogyakarta yang kemudian menjadikan

pengaturan hak terhadap tanah-tanah yang berstatus Sultan Ground. Adapun

8 Achmad Fachrudin “Hak Atas Tanah Dari Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta
Menurut UUPA dan Hukum Islam” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).



kemudian didalam pemberian hak-hak tanah yang berstatus Sultan Ground di
lakukan oleh lembaga khusus keraton yang khusus dalam mengatur masalah
pemberian hak tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground . Kemudian didalam
status tanah Sultan Ground tidaklah dikenal tanah terlantar, sehingga setelah orang
mendapatkan hak pinjam pakai dari tanah sultan ground, banyak tanah-tanah yang
kemudian tidak di kelola.

Skripsi yang berjudul Kedudukan Tanah Pakualaman (Pakualaman
Ground) setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus
Rencana Pembangunan Pasir Besi Di Pesisir Selatan Pantai di Kabupaten
Kulonprogo yang ditulis oleh Anthoni Kurniawan® di dalam skripsi ini mengkaji
masalah status Pakualaman Ground setelah dikeluarkannya Undang-undang
Pokok Agraria yang kemudian menjelaskan bagaimana keadaan tersebut mampu
menimbulkan konflik yang terjadi antara PT. JMI yang akan melakukan
penambangan dengan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan
Pantai Kulonprogo (PPLP-KP).

Dalam Jurnal Yustitia, tulisan berjudul Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan
Ground) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No. 05 Tahun 1960 yang ditulis oleh
Umar Kusumoharyono® didalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya awal mula

kepemilikan tanah yang berstatus Sultan Ground ini diawali dengan adanya

° Anthoni Kurniawan “Kedudukan Tanah Pakualaman (Pakualaman Ground ) setelah
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus Rencana Pembangunan Pasir Besi Di
Pesisir Selatan Pantai di Kabupaten Kulonprogo” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas hukum
Universitas Islam Indonesia (2009).

' Umar Kusumoharyono, “Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta
Setelah Belakunya UU No. 5/ 19960, Yustitia, No. 48 (Mei-Agustus 2006).



pernyataan sepihak dari Sultan sebagaimana yang termuat dalam pasal 1
Rijksblaad Kasultanan No. 16 Tahun 1918 yang pada intinya adalah bahwa setiap
tanah di Yogyakarta yang tidak memiliki status hak milik maka tanah tersebut
adalah tanah milik kasultanan Yogyakarta.

Pernyataan sepihak ini didasarkan asas domein verklaring yang mana asas
ini adalah berlaku pada masa pemerintahan hindia belanda yang mana di daerah
swapraja setiap raja berhak untuk dapat menguasai tanah yang ada di wilayahnya,
namun setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini segala
bentuk peraturan dan konsepsi pengaturan pertanahan dari pemerintah Hindia
Belanda dihapuskan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria termasuk
tanah-tanah swapraja yang mana hal ini telah dinyatakan dalam diktum keempat
Undang-Undang Pokok Agraria, namun dalam praktiknya hal ini tidak dapat
dilaksanakan karena sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang
mengeksekusi ketentuan dalam diktum ke empat tersebut.

Dalam jurnal RechtVinding, Tulisan berjudul Interaksi Hukum Lokal Dan
Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, di
tulis oleh Tyas Dian Anggraeni'! dalam penelitian ini mengkaji sejarah Sultan
Ground dan Pakualaman Ground yang berawal dari perjanjian Giyanti, yaitu
perjanjian yang membagi daerah kerajaan Mataram menjadi dua yaitu Kasultanan
Ngayugyokarto dan Kasunanan Surakarta, yang kemudian pada masa kekuasaan
Inggris yang dipimpin Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles Kasultanan

Ngayugyokarto lebih disempitkan kembali menjadi dua yaitu Kasultanan dan

! Tyas Dian Anggraeni, “Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Urusan
Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal RechtsVinding, No. 1, Vol.1 (April 2012)



Kadipaten Pakualaman, hal ini yang kemudian menjadikan keduanya mempunyai
hak untuk dapat memiliki tanah-tanah yang ada dibagian wilayahnya masing-
masing.

Kemudian setelah Indonesia merdeka Kasultanan Ngayugyakarta
menyatakan diri bergabung dengan NKRI tetapi dengan syarat bahwa Kasultanan
Ngayugyakarta diberi hak untuk menyatakan bahwa Kasultanan Ngayugyakarta
adalah Daerah yang Istimewa dengan hak mengatur urusan pemerintahan,
kelembagaan, kebudayaan, dan pertanahan sendiri. Oleh karena itu hak istimewa
dalam hal pengaturan pertanahan di Yogyakarta kemudian menjadikan tidak
seluruh diberlakukannya ketentuan dalam UUPA.

Keistimewaan tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga
dalam hal ini terdapat dualisme hukum tentang pertanahan di Yogyakarta yaitu
UUPA dan UUK. Dan kemudian korelasi antara hukum lokal dan hukum nasional
terkait pertanahan adalah berdasar pada pemberian status hak istimewa bagi
Yogyakarta. Namun dari penelitian ini tidak melihat peraturan-peraturan yang
digunakan untuk melegitimasi Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman untuk
memiliki tanah sebelum lahirnya Undang-Undang Keistimewaan.

Dari studi pustaka yang telah penulis lakukan tidak ditemukan penelitian
yang secara signifikan membahas bagaimana kepemilikan dan penguasaan dengan
status Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang kemudian ditinjau dari sisi
hukum positif dan hukum Islam. Dalam kajian pustaka penulis menemukan

penelitian yang menyinggung Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut
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Hukum Positif dan Hukum Islam yang di tulis oleh Siti Kadariah, namun dalam
penelitian ini hanya berbicara konteks sah atau tidaknya status Sultan Ground
yang hanya dikaji menggunakan kajian yuridis semata tanpa memandang keadaan
yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam arti bahwa dalam penelitian ini sama sekali tidak mengkaji
bagaimana batasan kepemilikan dan penguasaan Sultan Ground dan Pakualaman
Ground yang secara jelas jika mengacu pada UUPA ada suatu persinggungan.
Kemudian tidak melihat dampak dari batasan kepemilikan dan penguasaan
Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman atas tanah dengan melihat beberapa kasus-
kasus yang terjadi ditengah pengakuan tanah Sultan Ground dan Pakualaman
Ground. Sehingga dalam hal ini penulis menjadi lebih tertarik dalam melakukan
penelitian sebagaimana judul yang telah penulis sampaikan di atas.

5. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipakai oleh penulis sebagai
landasan dalam melakukan penelitian, adapun landasan teori yang dipakai adalah
sebagai berikut :

a. Kepemilikan dan Penguasaan Atas tanah dalam UUPA

Pada dasarnya kepemilikan yang dinyatakan dalam pasal 20 ayat (1)
UUPA memberikan kewenangan penuh kepada sang pemilik untuk berbuat
semauny, bahkan sampai pada tatanan sang pemilik untu merusak sesuatu yang

ia miliki, namun hal tersebut dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan

11



tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam arti
sang pemilik harus melihat kondisi sosial yang ada disekitarnya.*?

Kemudian terkait dengan keadaan masyarakat yang selalu berkembang
disuatu negara atau wilayah, maka dalam hal penjaminan keadilan masyarakat
secara umum UUPA mengamanatkan bahwa kepemilikan atas tanah oleh
seseorang tidak boleh berlebihan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, karena apabila hal tersebut terjadi maka dapat merugikan
kepentingan masyarakat secara umum sebagaimana dinyatakan dalam
ketentuan pasal 7 UUPA.

Adapun terkait dengan subek hak milik atas tanah, pada dasarnya yang
dapat memiliki tanah di Indonesia hanya masyarakat Indonesia, namun
mengingat keadaan masyarakat indonesia yang tidak pernah lepas dari dengan
keadaan sosial dan keagamaan, maka UUPA memberikan ketentuan lain,
dimana selain warga negara, UUPA juga memberikan ruang kepada badan
hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dengan ketentuan
harus adanya suatu escap-clause di dalam kepentingannya.*®

Kemudian terkait dengan penguasaan atas tanah dalam UUPA, pada
dasarnya penguasaan atas tanah dapat diartikan baik secara yuridis maupun
secara fisik, dan bisa dilihat baik dari aspek privat maupun aspek publik.*

Adapun aspek publik penguasaan atas tanah yang selalu digunakan oleh negara

12 penjelasan Pasal 20 Ayat (1) UUPA
3 Lihat Penjelasan Umum Il UUPA

¥ Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), him. 75.
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haruslah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945, dimana penguasaan negara hanyalah terbatas
pada perizinan, pengawasan, dan penindakan.™

Kemudian secara hierarkis hak penguasaan atas tanah terdiri atas hak
bangsa, hak negara, hak masyarakat adat, dan hak perseorangan. Hak bangsa
adalah gambaran bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai hubungan yang
abadi dengan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terdapat
didalamnya yang itu semua bersifat abadi.'® Selanjutnya hak menguasai negara
atas tanah, merupakan suatu gambaran bahwasanya negara merupakan suatu
organisasi kekuasaan rakyatnya, oleh karena itu di dalam pengelolaan atas
tanah, negara harus bertumpuan pada kemakmuran dan kesejahteraan
rakayatnya.'’

Kemudian hak masyarakat adat, merupakan serangkaian wewenang dan
kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap tanah yang berada di
wilayahnya yang meliputi tanah yang sudah dihaki oleh seseorang maupun
belum, dan pada umumnya batasan wilayah hak ulayat masyarakat adat ini
tidak dapat ditentukan secara pasti.’® Terakhir adalah hak perseorangan, ini

merupakan hak yang memberi kewenangan kepada pemilik haknya untuk

' purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, Sendi-Sendi Hukum Agraria (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1984), him. 39.

18 |ihat pasal 1 UUPA
7 Lihat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA

8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya (Jakarta: Djambatan, 2008), him. 232.
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memakai dalam arti menguasai, menggunakan, mengambil manfaat dari tanah
tertentu dari tanah yang dihakinya tersebut.*®
b. Politik Hukum Pertanahan

Politik hukum (Legal Policy) adalah arah kebijakan yang akan
diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat
berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.”® Sedangkan
politik hukum pertanahan Indonesia merupakan mekanisme-mekanisme
kebijakan yang merujuk pada ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal
2 ayat (1) UUPA yang dalam pengaturannya harus bersandarkan pada tujuan
kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat secara umum, terutama golongan
masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses dan mengelola tanah.

Teori politik hukum pertanahan ini adalah teori yang akan digunakan
untuk mengkaji bagaimana sebenarnya ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melegitimasi Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman sehingga
dapat memiliki dan menguasai tanah-tanah yang ada di Daerah Istimewa
Yogyakarta, sehingga kemudian dapat melihat kebijakan yang digunakan
dalam hal kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh
Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman .

Untuk dapat melihat lebih jauh bagaimana politik hukum pertanahan di

Yogyakarta dan untuk dapat menentukan kepemilikan dan penguasaan yang

19 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), him. 83.

% Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), him. 4.
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didasarkan pada kekhususan badan hukum Kasultanan Yogyakarta dan
Kadipaten Pakualaman, maka dalam hal ini penulis menggunakan konsep
domein verklaring atas tanah. Dalam hal ini asas domein verklaring di
Yogyakarta dapat dilihat dari pernyataan Kesultanan Yogyakarta yang dimuat
dalam Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad
Pakualaman Tahun 1918 Nomor 18 yang rumusannya sama dengan pasal 1
Agrarisch Belsuit yang dinyatakan dalam bahasa jawa “Sakabehe bumi kang
ora ono tanda yektine kadarbe ing liya mawawa wenang eigendom, dadi bumi
kagungane keraton ingsun Ngayugyakarta”.** Teori ini kemudian akan
berbicara secara umum terkait dengan kebijakan Kasultanan dan Pakualamam
terhadap kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang ada di Daerah Istimewa
Yogyakarta, karena pada dasarnya konsep domein verklaring ini merupakan
konsep kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
c. Kepemilikan dan Penguasaan dalam Islam

Dalam Islam kepemilikan terhadap suatu benda juga merupakan
penguasaan terhadap sesuatu yang penguasanya dapat melakukan sendiri
tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dapat menikmati
manfaatnya apabila tidak ada halangan syari’at.’> Secara teologi yang paling

berhak untuk memiliki dan menguasai segala sesuatu yang ada di langit dan di

2! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2008), him. 47-48.

22 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam (Ull Press
Yogyakarta: Yogyakarta, 2000), him. 45.
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bumi adalah Allah SWT, hal tersebut tentu saja bukan hal yang diragukan lagi,
karena hal tersebut sudah dijelaskan secara tegas dalam firman-Nya :
2 oAV by sl b L ds
Penciptaannya tersebut merupakan sebuah kasih sayang yang la berikan
kepada makhluk ciptaan-Nya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena
Allah tidak begitu saja menciptakan bumi dan langit, dari bumi dan langit
kemudian Allah memberikan berbagai hal yang melimpah. Dari langit la
turunkan hujan dan dari bumi la tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Oleh
karena itu dengan keadaan yang ada maka sudah seharusnya nikmat Allah
SWT, haruslah dinikmati oleh makhluknya secara adil dan merata, termasuk
pendistribusian bumi (tanah) yang kemudian menjadi harta milik manusia
dalam menjalankan kehidupannya di bumi ini. Karena pada dasarnya
kepemilikan dan penguasaan atas tanah tidak pernah lepas dengan bagaimana
pengelolaan tanah tersebut yang dijadikan sebagai dasar ekonomi, karena tanah
merupakan bagian dari harta yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang
sifatnya adalah primer, oleh karena itu apabila kebutuhan primer manusia tidak
terpenuhi maka hal tersebut akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan
manusia itu sendiri.
d. Magqgasid Asy-Syari’ah
Magasid asy-syari’ah merupakan sebuah tujuan dari penetapan sebuah

hukum atau sebuah kebijakan, karena dalam penetapan dari sebuah hukum

% Q.S. Al-Bagarah (2): 284.
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harus bersandarkan pada sebuah kemaslahatan bagi manusia.?* Kemaslahatan
tersebut dapat terwujud apabila lima unsur pokok daripada magasid asy-
syari’ah itu sendiri terwujud sebagaimana yang dikonsepkan oleh Asy-Syatibi.

Lima unsur pokok (Ushul al-Khamsah) tersebut adalah agama, jiwa,
keturunan, akal, dan harta.®® Teori ini kemudian akan memetakan segala
dampak yang terjadi akibat kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground
dan Pakualaman Ground, yang mana dampak-dampak tersebut apakah akan
membawa kepada kemaslahatan atau malah sebaliknya, terutama dalam hal
perlindungan harta (Aifz al-mal) dan perlindungan jiwa (/ifz an-nafs) untuk
masyarakat.

Setelah dilakukan kajian dengan magasid asy-syari’ah maka hasil
tersebut dijadikan pedoman untuk menentukan maslahat atau tidak dari
kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di
tengah kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang, karena sebenarnya
tanah adalah hak dasar bagi setiap manusia untuk dapat memenuhi segala
kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian lapangan
(Filed Research) dan didukung dengan penelitian pustaka (library research)

dimana penulis akan melakukan penelitian langsung kelapangan guna

 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 66.

% bid., him. 71.
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mengumpulkan informasi dan data-data yang sebenarnya terkait dengan konsep
kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Kasultanan dan Pakualaman. Kemudian
di lain sisi juga penulis akan melakukan penelitian pustaka (library research)
sebagai acuan teori yang nantinya dijadikan dasar dalam melakukan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif-
analiistis-komparatif, dimana setelah penulis mampu untuk mendiskripsikan
keadaan-keadaan daripada Sultan Ground dan Pakualaman Ground saat ini
kemudian penulis akan melakukan kajian analisis terkait keadaan tersebut dengan
berbagai teori yang dipakai oleh penulis dan kemudian penulis akan melakukan
perbandingan terhadap analisis yang telah dilakukan. Karena pada dasarnya dalam
melakukan kajian analisis disini penulis akan menggunakan kajian dari hukum
positif dan hukum Islam, oleh karena itu setelah dilakukannya analisis terhadap
data yang didapat dengan menggunakan dua sisi hukum yang berbeda penulis
akan melakukan perbandingan antara keduanya guna mendapatkan hasil yang
maksimal apakah terdapat perbedaan atau tidak dalam sebuah kajian terhadap satu
objek yang sama.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

beberapa aspek yang terdapat dalam hukum positif dan norma Islam yang terdapat
dalam ketentuan nash (Al-Qu’ar dan Al-Hadits). Dalam pendekatan hukum positif
akan menggunakan beberapa aspek, yaitu aspek yuridis, sosiologis, politis, dan

filosofis. Adapun pendekatan dengan menggunakan norma Islam adalah dengan
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mengangkat dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Kedua
pendekatan tersebut akan digunakan untuk meninjau kepemilikan dan penguasaan
tanah yang dilakukan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman apakah sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif dan norma dalam Islam atau
tidak.
d. Teknik Pengumpulan Data
B Interview/ wawancara
Metode ini adalah metode penggalian data dengan melakukan komunikasi
dengan pihak-pihak yang terkait dan relevan bagi penelitian ini sesuai tema
yang akan diteliti oleh penelitian ini. Oleh karena itu subjek yang akan
diwawancarai guna mendapatkan data dari penelitian ini diantaranya adalah
pihak dari lembaga Kawedanan Ageng Purnakawan Wahono Sarta Kriya dan
Kawedanan Kaprajan sebagai lemabaga yang mempunyai kewenangan untuk
mengurus Sultan Ground dan Pakualaman Ground, kemudian kepada
masyarakat yang menempati tanah yang mengalami konflik di dalam
memanfaatkan tanah yang diklaim sebagai tanah Sultan Ground dan
Pakualaman Ground, dan kemudian BPN DIY selaku Badan Pertanahan
Nasional yang mengatur masalah pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
B Dokumentasi
Pendokumentasian adalah metode penggalian informasi dan data-data
yang relevan dan dapat membantu dalam penulisan penelitian ini dengan cara
mencari serta mengumpulkan data-data tertulis berupa buku, jurnal, koran,

artikel, majalah, dan jenis lain yang kiranya dapat membantu penelitian ini.
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Selain itu penulis juga akan melakukan pengumpulan data data yang
didapatkan dari media internet seperti website, blog, dan artikel-ertikel yang
berupa data pdf dan lain sebagainya yang kemudian dapat digunakan sebagai
data sekunder dari penelitian ini.

B Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan menggunakan
analisis data kualitatif, sedangkan metode yang digunakan untuk menganilisis
data kualitatif ini adalah dengan cara berfikir deduktif dimana cara berfikir ini
adalah cara berfikir menentukan sesuatu dengan cara menarik kesimpulan dari
hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal
ini, akan diuraikan bagaimana kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan
Ground dan Pakualaman Ground serta tujuan dari itu semua, yang kemudian
dilakukan pengkajian dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan
hukum Islam.
7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan

secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab mempunyai sub-sub

tema bagian sebagai perincinya, penyusunan seperti ini supaya memudahkan

pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah

sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah

yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah

atau rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung
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dalam latar belakang, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan atau manfaat dari
penelitian ini, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada
sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian, kerangka teori adalah
menyangkut pola pikir atau desain pemikiran yang akan dipakai untuk
memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian berupa
penjelasan langkah-langkah dalam mengumpulkan data dan menganalisis data
data yang telah diperoleh, dan sistematika pembahasan sebagai upaya didalam
menyusun dan menyampaikan penelitian ini secara sistematis.

Bab kedua akan membahas tentang kajian teoritis mengenai konsep
kepemilikan dan penguasaan tanah baik dalam hukum positif maupun dala hukum
Islam. Teori ini akan menjadi bahan untuk menganalisis objek penelitian, seperti
konsep kepemilikan dan penguasaan atas tanah dalam UUPA, teori politik hukum
pertanahan, asas domein verklaring, konsep kepemilikan dalam Islam dan konsep
Magasid asy-syari’ah.

Bab ketiga akan membahas gambaran umum tentang kepemilikan dan
penguasaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Pembahasannya
terfokus pada beberapa hal diantaranya adalah sejarah Sultan Ground dan
Pakualaman Ground, dasar dari kepemilikan dan penguasaan tanah yang
dilakukan oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, luasan tanah
yang dimiliki dan dikuasai oleh Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dan
setelah itu melihat bagaimana pandangan masyarakat atas kepemilikan dan
penguasaan tanah yang dilakukan oleh Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman

baik sebelum adanya UU Keistimewaan atau setelahnya.
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Bab keempat adalah merupakan pokok pembahasan skripsi ini, dimana
akan dipaparkan mengenai analisis penulis terkait kepemiikan dan penguasaan
Sultan Ground dan Pakualaman Ground dengan menggunakan segala teori yang
telah dipaparkan oleh penulis diatas. Sehingga dengan analisis ini akan dapat
diketahui bagaimana hukum positif dan hukum Islam dalam memandang
kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground

dengan berlandaskan pada ketentuan yuridis, sosiologis, politis dan filosofis.

22



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kepemilikan dan penguasaan tanah dengan status Sultan Ground dan
Pakualaman Ground adalah berlebihan dengan berdasarkan pada asas
domein verklaring yang tertuang dalam ketentuan Rijksblad Kasultanan
Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1918 Nomor 16,
dimana dalam ketentuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa semua
tanah di Daerah Istimewa Yoyakarta yang tidak memiliki alas hak milik,
maka tanah tersebut menjadi hak dari Kasultanan atau Kadipaten
Pakualaman. Padahal ketentuan tersebut telah dihapuskan melalui
Keputusan Presiden nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan
Sepenuhnya UUPA di DIY, yang kemudian ditindaklanjuti Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan
Pemberlakuan UUPA di DIY dan kemudian dikuatkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlakunya UU Nomor
5 Tahun 1960 di Provinsi Yogyakarta.

b. Kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman
ground bertentangan dengan ketentuan kepemilikan dan penguasaan yang
diamanatkan dalam pasal 7 UUPA, Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960
tentang Penetapan Luasan Tanah Pertanian dan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 1973 Tentang Larangan Penguasaan Tanah Yang
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Melampaui Batas. Kemudian menurut ketentuan hukum Islam bahwa
kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman
tidaklah dibenarkan menurut ketentuan syari’at yang ada, karena tidak ada
prinsip keseimbangan dan pemerataan didalam kepemilikan dan
penguasaan tanah. Kemudian hal tersebut juga bertentangan dengan
maqasid asy-syari’ah, karena hal tersebut akan membuat masyarakat
tidak bisa mempunyai harta (/ifz al-mal) sehingga sulit dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya, oleh karena itu keberlangsungan hidup masyarakat
(hifz an-nafs) akan terancam karena tidak mampu untuk memenuhi
kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.

. Bawha pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah yang terdapat dalam
UUPA sejalan dengan apa yang ada dalam hukum Islam, dimana keduanya
sama-sama tidak menghendaki adanya kepemilikan dan penguasaan tanah
yang berlebihan, karena hal tersebut hanya akan menyebabkan
kesengsaraan dalam kehidupan masyarakat dalam hidup berbangsa dan
bernegara, dan kemudian keduanya sama-sama memiliki asas egalite-

proporsionale dalam hal kepemilikan dan/ atau penguasaan tanah.

. Saran

. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperhatikan dengan baik
proses inventarisasi, identifikasi, publikasi, dan serta sertifikasi atas tanah
dengan status Sultan Ground dan Pakualaman Ground, kemudian juga
harus melihat keadaan ditengah masyarakat terkait dengan masalah hak

atas tanah, khususnya masyarakat yang telah mengurus, mengelola, dan
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memanfaatkan tanahnya meskipun belum memiliki alas hak, tetapi
merekalah yang seharusnya diprioritaskan dalam sertifikasi hak milik atas
tanah, karena pada dasarnya mereka sudah berpuluh-puluh tahun
mengurus, mengelola, dan memanfaatkan tanah yang diklaim pihak
Kasultanan dan atau Kadipaten Pakualaman sebagai tanah dengan status
Sultan Ground dan Pakualaman Ground.

. Pihak Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman lebih mengutamakan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak milik
atas tanah kepada rakyat, khususnya kepada rakyat yang menempati,
mengurus, mengelola dan memanfaatkan tanah yang didaku sebagai tanah
Sultan Ground dan/ atau Pakualaman Ground, sebagaimana pedoman para
raja Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang menyatakan bahwa tahta
untuk rakyat, dan seharusnya pengaturan masalah pertanahan haruslah
sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, dimana masalah pertanahan
yang dihadapi masyarakat saat ini jauh lebih kompleks.

. DPRD DIY seharusnya jauh lebih aktif dalam melihat realita yang terjadi
di tengah kehidupan masyarakat, supaya apabila dalam melakukan
penyusunan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang pertanahan mampu
mengakomodir kepentingan semua pihak baik Kasultanan Yogyakarta dan
Kadipaten Pakualaman maupun masyarakat yang telah menempati,
mengurus, mengelola, dan memanfaatkan tanah yang didaku sebagai tanah

Sultan Ground dan Pakualaman Ground .
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Menteri
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Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Pertanahan D.1.Y. Draft 2013
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LAMPIRAN

DAFATR TERJEMAH

No | No. FN Terjemahan

1 3 menghindarkan kemudharatan lebih di utamakan daripada
menarik kemanfaatan

2 6 Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah
Maha Perkasa atas segala sesuatu.

3 23 kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi.

4 110 Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

5 121 Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang
rumput, dan api

6 127 | Setiap orang dari masyarakat manusia, masing-masing mereka
mempunyai kecakapan bertindak dan bertanggung jawab,
mempunyai beberapa hak dan beberapa kewajiban

7 132 Harta yang tidak termasuk kedalam hak milik yang tidak
dihormati (milik seseorang yang sah) dan tidak ada pula suatu
penghalang yang dibenarkan syara’ dari yang memilikinya.

8 134 | barang siapa mendahului orang lain sesuatu yang mubah bagi
semua orang, maka sesungguhnya ia telah memilikinya

9 136 | Perikatan ijab dengan qobul secara yang disyariatkan agama
nampak bekasnya pada yang diakadkan

10 139 | bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang
lama yang telah hilang, pada berbagai macam rupa hak

11 150 | dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik.

12 157 dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
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mereka mengabdi kepada-Ku.

13

159

.......... Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu (membunuh) orang lain(Yakni: membunuh orang
bukan karena gishaash), atau bukan karena membuat kerusakan
dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia
seluruhnya (Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi
juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa
membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia
seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat
dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh
keturunannya). dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan
seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara

kehidupan manusia semuanya......

14

160

..... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan
aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam

neraka......

15

163

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

16

166

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi ......

17

170

dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia

seluruhnya.....

18

171

Dia telah mensyari‘atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah

diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan
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kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim,
Musa dan lIsa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu

berpecah belah tentangnya.......

19

177

dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.

20

224

kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang

ada di bumi

21

225

dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya
gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu
menurut ukuran.

dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan
hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang

kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.

22

226

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil .............

23

227

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mautsanna,
telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah
menceritakan kepada kami Ayyub, dari Hisyam bin ‘Urwah dari
ayahnya dari Sa’id bin Zaid dari Nabi SAW. Beliau bersabda
“barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, maka lahan
tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang

dzalim”.

24

YYO

Dari ibnu umar r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:
“Ppemimpin adalah bayangan Allah SWT dimuka bumi,
kepadanya berlindung orang-orang yang teraniyaya dari hamba-
hamba Allah, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran, dan bagi
rakyat hendaknya bersyukur, sebaliknya apabila ia curang (zalim)
maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaklah bersabar.
Apabila para pemimpin curang maka langit tidak akan
menurunkan berkahnya, apabila zina merajalela, maka kefakiran

dan kemiskinan pun akan merajalela”
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25

230

apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang Yyang dalam
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang

Kaya saja di antara kamu.

26

231

Menolak kerusakan didahulukan dari menarik kemashlahatan

27

232

Tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan
kemashlahatan

28

233

Kedudukan Imam terhadap rakyat, adalah seperti kedudukan wali

terhadap anak yatim

29

234

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil
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